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ABSTRACT

This study aims to identify the Co-Management PSPBM, on review of socio-economic
dynamics and conflict management of traditional fishermen, in the city of Bengkulu.
The nature of this study used qualitative methods-phenomenalogis with research sites
in the city of Bengkulu. Data collection techniques include collecting secondary data
and primary data through the determination of the informants, observation, depth
interviews, FGDs. Results of research found a patron-client relationships are still
very dominating this region, and once the economy of social security for fishermen.
Kinship relations are generally good. Social solidarity is still high but not a guaran-
tee, and survival strategies of fishermen are still relatively traditional sort because
only starting point on the sea fishing only and does not extend to other areas that still
use of marine resources. Results of analysis of conflict in general can be seen conflict
among fishermen that happened in the three study sites are: class conflict, or vertical

conflict and agrarian conflict.
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PENDAHULUAN

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis
Masyarakat (PSPBM) yang merupakan pro-
ses pemberian wewenang, tanggungjawab
dan kesempatan kepada masyarakat untuk
mengelola sumberdaya perikanannya sendiri
telah menjadi populer pada saat ini. Namun
rezim pengelolaan sumberdaya ini masih
memiliki kelemahan yang bila tidak disele-
saikan dapat membuat rezim ini tidak efektif
pelaksanaannya. Beberapa kelemahan ini
adalah bahwa PSPBM ini tidak mampu me-

ngatasi masalah-masalah inter-komunitas,

bersifat spesifik lokal, sangat rentan terhadap
perubahan eksternal, sulit mencapai skala
ekonomi, serta tingginya biaya institusiona-
lisasinya.

Meskipun kerja sama merupakan sifat
interaksi antara masyarakat, namun pengelo-
laan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan
cenderung makin berkurang, interaksi antara
masyarakat lebih banyak terekspresi dalam
bentuk saling kompetisi. Saling kompetisi
dalam memanfaatkan sumberdaya ikan ada-
lah alasan terjadinya kegagalan pengelolaan
perikanan yang ditunjukkan dengan rusaknya
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sumberdaya serta adanya kemiskinan. Meski-
pun demikian, saling berinteraksi antara ma-
syarakat dapat dipandang juga sebagai po-
tensi yang dapat dikembangkan untuk me-
rumuskan suatu mekanisme pengelolaan
sumberdaya perikanan yang efektif. Keingi-
nan masyarakat yang saling bertentangan
atau berkompetisi merupakan salah satu ala-
miah masyarakat. Namun, sifat ini juga me-
rupakan alasan perlunya dikembangkan me-
kanisme pengelolaan sumberdaya perikanan
yang dapat mengatasi konflik. Mekanisme
tersebut adalah dengan membiarkan masya-
rakat sendiri menentukan cara-cara pengelo-
laan sumberdaya perikanan yang ditujukan
untuk mencapai tujuan yang juga ditetapkan
mereka sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, kota Beng-
kulu yang mempunyai luas wilayah
+19.877,7km’ dengan garis pantai yang
membatasinya dengan Samudera Hindia se-
panjang 525km yang membentang ke arah
laut lepas (ZEE 200mil) ini memiliki potensi
besar yang belum tereksplorasi secara maksi-
mal. Sementara itu banyak juga terdapat ber-
bagai persoalan pengelolaan sumber daya
perikanan tangkap di Bengkulu, yaitu terba-
tasnya modal dan akses ke sumber modal
masih kurang, kualitas sumberdaya manusia
masih rendah, sarana dan prasarana dan iklim
usaha belum mendukung, konflik pengguna-
an ruang dan sumberdaya, pencurian ikan,
penangkapan berlebih, luas wilayah penang-
kapan masih kurang (0-4mil), domisili nela-
yan masih tersebar di sepanjang pantai, kon-
sentrasi dan bongkar muat tidak terkonsen-
trasi, sehingga pemanfaatan fungsi PPI dan
TPI tidak optimal, rendahnya kemampuan
manajemen pemasaran hasil perikanan, se-
hingga rendahnya tingkat margin yang dipe-
roleh masyarakat nelayan walaupun harga

jual ke konsumen akhir tinggi.

Berbagai masalah di atas tercermin pada
tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup
di sekitar wilayah pesisir masih rendah khu-
susnya nelayan. Sebagian besar masyarakat
hidup di bawah garis kemiskinan dengan
kualitas sumberdaya manusia yang rendah.
Untuk itu perlu kajian yang komprehensif
tentang pengembangan sumberdaya yang ada
di wilayah pesisir secara berkelanjutan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat di ka-
wasan pesisir.

Arti dan logika PSPBM. PSPBM dapat
didefinisikan sebagai suatu proses pemberian
wewenang, tanggungjawab, dan kesempatan
kepada masyarakat untuk mengelola sumber-
daya perikanannya sendiri dengan terlebih
dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan,
tujuan, serta aspirasinya. PSPBM menyang-
kut pula pemberian tanggungjawab kepada
masyarakat sehingga mereka dapat mengam-
bil keputusan yang pada akhirnya menentu-
kan dan berpengaruh pada kesejahteraan
hidup mereka. Masyarakat dalam definisi
PSPBM ini adalah sekelompok orang yang
memiliki tujuan yang sama. Istilah komunitas
sendiri berasal dari bidang ilmu ekologi yang
secara sederhana merujuk pada kondisi
saling berinteraksi antara individu suatu po-
pulasi yang hidup dilokasi tertentu. Interaksi
antara individu dalam suatu masyarakat pada
dasarnya bersifat kompetitif. Meski demikian
saling berinteraksi antara masyarakat dapat
dipandang juga sebagai potensi yang dapat
dikembangkan untuk merumuskan mekanis-
me pengelolaan sumberdaya perikanan terse-
but.

Isu-Isu Strategis dalam Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut. Semakin men-
cuatnya paradigma pembangunan kelautan
serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka
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semakin terbaca beberapa persoalan serius
yang menjadi isu-isu strategis dalam penge-
lolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, yaitu:
(1) Kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang
bersifat common property (milik bersama)
dengan akses yang bersifat quasi open ac-
cess, (2) Adanya degradasi lingkungan pe-
sisir dan laut, (3) Kemiskinan dan kesejahte-
raan nelayan, (4) Akses pemanfaatan tekno-
logi yang terbatas, (5) Peraturan dan kebija-
kan yang kurang kondusif.

Kerja Sama Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut. Mengatasi berbagai perma-
salahan dan isu-isu yang mucul dalam penge-
lolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, dibu-
tuhkan suatu model pengelolaan yang kola-
boratif yang memadukan antara unsur ma-
syarakat pengguna (kelompok nelayan, pe-
ngusaha perikanan, dan lain-lain) dan peme-
rintah yang dikenal dengan Co-Management
yang menghindari peran dominan yang berle-
bihan dari satu pihak dalam pengelolaan
sumberdaya pesisir dan laut sehingga pem-
biasaan aspirasi pada satu pihak dapat di-
eliminasi. Melalui model ini, pengelolaan
sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan
dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait
terutama masyarakat dan pemerintah serta
stakeholder lainnya dalam setiap proses
pengelolaan sumberdaya, mulai dari peren-
canaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pe-
ngawasan.

Pembagian tanggung jawab dan wewe-
nang antar-stakehoder dapat terjadi dalam
berbagai pola, tergantung kemampuan dan
kesiapan sumberdaya manusia dan institusi
yang ada di masing-masing daerah. Susunan
dalam model pengelolaan ini bukanlah se-
buah struktur legal yang statis terhadap hak
dan aturan, melainkan sebuah proses yang
dinamis dalam menciptakan sebuah struktur

lembaga yang baru. Dalam jangka panjang,
pelaksanaan Co-Management ini diyakini
akan memberikan perubahan-perubahan ke
arah yang lebih baik yaitu: (1) Meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya sum-
berdaya pesisir dan laut dalam menunjang
kehidupan, (2) Meningkatkan kemampuan
masyarakat, sehingga mampu berperan serta
dalam setiap tahapan pengelolaan secara ter-
padu, (3) Meningkatkan pendapatan ma-
syarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan
yang lestari dan berkelanjutan serta berwa-
wasan lingkungan. Keberhasilan pengelolaan
dengan model Co-Management ini sangat
dipengaruhi oleh kemauan pemerintah untuk
mendesentralisasikan tanggung jawab dan
wewenang dalam pengelolaan kepada nela-
yan dan stakeholder lainnya. Oleh karena
Co-Management membutuhkan dukungan
secara legal maupun finansial seperti formu-
lasi kebijakan yang mendukung ke arah Co-
Management, mengijinkan dan mendukung
nelayan dan masyarakat pesisir untuk menge-
lola dan melakukan restrukturisasi peran para
pelaku pengelolaan perikanan. Pengelolaan
Co-Management menggabungkan antara pe-
ngelolaan sumberdaya yang sentralistis yang
selama ini banyak dilakukan oleh pemerintah
(government based management) dengan pe-
ngelolaan sumberdaya yang berbasis masya-
rakat (community based management).

Co-Management: Kolaborasi Pengelola-
an Perikanan. Co-Management perikanan
dapat didefinisikan sebagai pembagian atau
pendistribusian tanggung jawab dan wewe-
nang antara pemerintah dan masyarakat lokal
dalam mengelola sumberdaya perikanan.
Berdasarkan definisi ini maka pemerintah
dan masyarakat bertanggungjawab bersama-
sama dalam melakukan seluruh tahapan

pengelolaan perikanan. Apa yang menjadi
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tanggung jawab dan wewenang masing-
masing pihak menentukan tipe atau bentuk
Co-Management yang dianut. Definisi Co-
Management ini juga menyiratkan bahwa
kerjasama antarpemerintah dan masyarakat
merupakan inti dari Co-Management.

Hirarki Co-Management Perikanan. Hi-
rarki Co-Management muncul karena adanya
berbagai kemungkinan proses pengambilan
keputusan yang melibatkan masyarakat lokal
dan pemerintah. Terdapat 3 hal yang menen-
tukan variasi bentuk Co-Management serta
hirarkinya yaitu: (1) Peranan pemerintah dan
masyarakat dalam pengambilan keputusan;
(2) Bentuk tugas dan fungsi manajemen yang
dapat atau akan dikelola bersama oleh peme-
rintah dan masyarakat atau didistribusikan di
antara kedua pihak; (3) Tahapan proses
manajemen ketika secara aktual kerjasama
pengelolaan betul-betul terwujud (sebagai
contoh, pada tahapan perencanaan, imple-
mentasi atau evaluasi).

Selain hirarki Co-Management, Sen and
Nielsen (1996) mengajukan hirarki yang le-
bih sederhana yang terdiri dari lima bentuk
Co-Management. Kelima bentuk tersebut
adalah (1) instruksi, (2) konsultasi, (3) kope-
rasi, (4) pengarahan, dan (5) informasi.

Masyarakat dan Kebudayaan. Masyara-
kat yang menjadi kajian dalam rencana pene-
litian ini adalah masyarakat menurut Syani
(2001) sebagai suatu Community yang dapat
dilihat dari dua sudut pandang yaitu pertama
sebagai unsur statis yang disebut masyarakat
setempat (lokal) adalah suatu wadah dan
wilayah dari kehidupan sekelompok orang
yang ditandai oleh adanya hubungan sosial,
dan dilengkapi dengan adanya perasaan
sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang
timbul atas akibat dari adanya pergaulan
hidup atau hidup bersama manusia. Kedua,

community sebagai unsur yang dinamis arti-
nya menyangkut suatu proses yang terbentuk
melalui faktor-faktor psikologis dan hubu-
ngan antarmanusia, di dalamnya terkandung
unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tu-
juan-tujuan yang sifatnya fungsional. Menu-
rut Herkovits dan Malinoski, segala sesuatu
yang terdapat dalam masyarakat ditentukan
oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh
masyarakat itu (Soekanto, 1999). Konsep
kebudayaan. Taylor (1871) didefinisikan se-
bagai keseluruhan yang kompleks meliputi
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum,
moral, adat istiadat dan berbagai kemampuan
serta kebiasaan yang diperoleh manusia seba-
gai anggota masyarakat. (Soekanto, 1999).

Struktur Sosial. Menurut Lammer, struk-
tur sosial adalah suatu jaringan abstrak yang
mengatur hubungan dengan orang lain di
dalam kehidupan masyarakat dalam suatu
sistem tertentu. Selanjutnya, Van Doom &
Lammers menunjukkan bahwa struktur sosial
suatu grup atau masyarakat dapat digambar-
kan dengan dua alternatif, yaitu: (1) alternatif
pertama, sebagai jaring-jaring sejumlah “re-
lasi sosial” dan ”hubungan sosial” di dalam
suatu pola atau kombinasi yang agak mantap
unsur-unsurnya, seperti yang tergambar dari
suatu ”jarak sosial”, suatu bentuk “integrasi”
dan suatu jenis perbedaan “tingkatan” yang
terdapat di antara pelaku-pelakunya dalam
relasi dan hubungan sosial itu, (2) alternatif
kedua, struktur sosial dapat pula dilihat seba-
gai kombinasi atau susunan sejumlah ”’posi-
si” sosial yang berhubungan dan saling me-
ngisi.

Pola Kekerabatan. Pola kekerabatan sa-
ngatlah berbeda dengan struktur sosial yang
ada di masyarakat. Menurut Sayogyo (2002)
karena struktur kekerabatan menggambarkan
pola hubungan berbeda daripada struktur
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kelompok-kelompok lain, yaitu karena ada-
nya hubungan sosial berdasarkan hubungan
sosial berdasarkan perkawinan dan berdasar-
kan hubungan darah, dimana berbagai per-
timbangan perilaku orang-orang didalam ke-
lompok itu tidak saja didasarkan atas pertim-
bangan biologis, namun juga atas dasar
sosial.

Pola Interaksi Sosial. Pada hakikatnya
Santosa (2000) manusia telah memiliki sifat
yang dapat digolongkan ke dalam: manusia
sebagai makhluk individual, manusia sebagai
mahluk sosial dan manusia sebagai mahluk
berketuhanan. Khususnya manusia sebagai
mahluk sosial, maka sudah barang tentu
hubungan sosial antara satu individu dengan
individu lainnya merupakan suatu keharusan
di samping tuntutan untuk hidup secara ber-
kelompok.

Solidaritas Sosial. Menurut Durkheim,
solidaritas sosial menunjuk pada suatu kesa-
daran hubungan antara satu individu dengan
individu atau kelompok didasarkan pada
perasaan dan kepercayaan yang dianut bersa-
ma yang diperkuat oleh pengalaman emosio-
nal bersama.

Konflik. Konflik berarti persepsi menge-
nai perbedaan kepentingan (perceived diver-
gence of interest), atau suatu kepercayaan
bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik
tidak dapat dicapai secara simultan (Nikiju-
luw, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk menentu-
kan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu
berbasis masyarakat (PPSBM) melalui model
Co-Management perikanan ditinjau dari di-
namika sosial ekonomi dan manajemen kon-
flik nelayan sesuai dengan kondisi lapangan
yang terjadi di kota Bengkulu.

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut: (1) Menentukan model al-
ternatif Co-Management PSPBM yang efek-
tif bagi nelayan sehingga dalam upaya pem-
berian tanggungjawab kepada masyarakat
dalam mengelola sumberdaya pesisir dise-
suaikan dengan kebutuhan serta kelangsu-
ngan hidup mereka sehari-hari. (2) Membuat
perencanaan dan pengelolaan sumberdaya
perikanan berbasis masyarakat melalui peng-
kajian sistematis tentang sumberdaya wila-
yah pesisir dan lautan serta potensinya, alter-
natif-alternatif pemanfaatannya serta kondisi
ekonomi dan sosial untuk memilih dan me-
ngadopsi cara-cara pemanfaatan pesisir yang
paling baik untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sekaligus mengamankan sum-
berdaya tersebut untuk masa depan. (3)
Mengidentifikasi dinamika sosial ekonomi
nelayan dan manajemen konflik nelayan tra-
disional di Bengkulu terutama mengenai ba-
tas-batas wilayah terdefinisi. (4) Mencipta-
kan keterpaduan pengelolaan sumberdaya
pesisir oleh para stakeholder, seperti keterpa-
duan visi dan misi dari pengelolaan yang
dilakukan.

Urgensi (Keutamaan) Penelitian. Penge-
lolaan sumber daya wilayah pesisir dan ke-
lautan, khususnya sumberdaya perikanan
berbasis masyarakat sekarang menjadi tun-
tutan di era otonomi daerah, menjadikan
harapan dan sekaligus membuka permasala-
han baru seiring dengan adanya pemberian
wewenang kepada daerah untuk mengelola
dan memanfaatkan sumberdaya ini, yang
diharapkan manfaat terbesar akan berpindah
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
terutama masyarakatnya. Namun permasala-
han yang dihadapi sekarang adalah seberapa
besar keinginan dan komitmen pemerintah
daerah untuk mengelola sumberdaya di wila-
yahnya secara berkelanjutan. Pertanyaan ini
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penting, mengingat tidak seluruh daerah
memiliki pemahaman yang sama akan arti
pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan
secara berkelanjutan. Pembangunan secara
berkelanjutan pada dasarnya adalah pemba-
ngunan untuk mencapai “keseimbangan”
antara manfaat dan kelestariannya sumber-
daya pesisir dan lautan. Artinya, bahwa sum-
berdaya ini dapat dieksploitasi untuk ke-
maslahatan manusia namun tidak menjadikan
lingkungan termasuk sumberdaya itu menjadi
rusak. Berdasarkan analisis situasi yang ada
di kota Bengkulu selama ini program kebija-
kan pemerintah tidak sesuai dengan kebutu-
han nelayan sebagai contoh dalam perenca-
naan program percepatan pembangunan sek-
tor kelautan dan perikanan Kota Bengkulu
kurang memperhatikan kapasitas SDM nela-
yan (fisherman), sebagai contoh: adanya
pemberian bantuan alat tangkap yang bersifat
moderen kepada nelayan, namun di satu sisi
nelayan tidak bisa menggunakannya, perlu
dilatih terlebih dahulu. Sehingga dapat dika-
takan program pemerintah masih bersifat fop
down, maka untuk perlu adanya keselarasan
dari kedua belah pihak antara nelayan seba-
gai pemegang kepentingan dan pemerintah
sebagai pembuat kebijakan. Melalui Co-Ma-
nagement perikanan inilah yang bisa men-
jembatani untuk mewujudkan proses pe-
ngambilan keputusan di antara keduabelah
pihak sehingga menjadi mekanisme untuk
mencapai visi dan tujuan nelayan lokal serta
mengurangi konflik antarnelayan melalui
proses yang partisipatif.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualita-
tif-phenomenalogis yaitu prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berdasar-
kan fenomena yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada masyarakat nela-
yan di tiga kelurahan yaitu kelurahan Pasar
Bengkulu kecamatan Sungai Serut, Kelura-
han Malabero kecamatan Teluk Segara, dan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Baai
kota Bengkulu, yang termasuk kedalam ling-
kungan kelurahan Sumber Jaya kecamatan
Kampung Melayu kota Bengkulu. Pemilihan
lokasi ini ditetapkan berdasarkan beberapa
pertimbangan yaitu memiliki sumber daya
alam pesisir dan laut yang cukup potensial
terutama perikanan laut/perikanan tangkap,
dan lokasi tersebut merupakan tempat penda-
ratan/pelabuhan perikanan tangkap dan me-
miliki sarana TPI yang representatif dan me-
rupakan lokasi dimana nelayan tradisional
sering terlibat konflik penggunaan ruang dan
sumberdaya. Penelitian ini dilaksanakan sela-
ma 9 bulan dengan mengambil sampel nela-
yan tradisional dan nelayan moderen yang
tersebar di ketiga lokasi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Sekunder. Dilakukan de-
ngan studi pustaka dokumenter dengan in-
ventarisasi informasi dari buku-buku, laporan
penelitian, prosiding dokumen/bahan laporan
dari Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS,
Profil Kabupaten, Peraturan Perundang-un-
dangan, dan bahan lain yang menunjang dan
berkaitan dengan materi penelitian.

Pengumpulan Data Primer. (a) Metode
Participatory Rural Appraisal atau PRA
(Chambers, 1992), yaitu (FGD). Teknik
FGD ini digunakan terutama untuk mempe-
roleh informasi dari berbagai sumber dalam
satu media diskusi yang terfokus. Para peser-
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pengembangan keterampilan yang tidak ha-
nya terpaku pada bidang kelautan saja seperti
melaut, mengasinkan ikan. Namun dapat
memungkinkan untuk lebih luas lagi seperti
sektor jasa atau sektor lainnya yang masih
berkaitan dengan dunia kelautan. Seperti
nelayan Bugis yang berada di daerah Kam-
pung Melayu yang terkenal dengan keteram-
pilan yang dimiliki untuk membuat perahu
dan kapal yang lebih baik mutunya atau
membuat lembaga yang secara khusus me-
ngajarkan cara-cara pembuatan perahu dan
kapal.

Pemerintah hendaknya dapat mengako-
modir kebutuhan masyarakat nelayan, karena
secara umum bantuan dari pemerintah terka-
dang tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan
pemerintah relatif tidak melihat kebutuhan
nelayan di lapangan sehingga banyak ban-
tuan yang sifatnya mubazir. Diharapkan me-
lalui skenario Co-Management ini pemerin-
tah dan masyarakat sebagai mitra sejajar da-
pat bekerjasama untuk melaksanakan semua
tahapan dan tugas proses pengelolaan sum-
berdaya perikanan.
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